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DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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BUPATI WAKATOB]I,

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
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pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 agar
pelaksanaannya dilakukan secara berdaya guna dan
berhasil guna sesuai dengan ketentuan pengelolaan

lrenian gan daerah:
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman
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Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan  Perekonomian

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
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Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485]);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Koiaka Utara di Provinsi
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Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomeor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau dalam Rangka Menghadapl Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Sashilist ~aSim*~ Keuaugan (Lemkown  Negama

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (i.embaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Teninbaingan (Lembaran Negaia Replibux
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 202! tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan iienteri Keuangan Nomor
113/PMK.03/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan
Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Y0 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur  Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peratnran Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 972);

Peraturan Daerann Nomor 2 Tanun 2010 teniang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kabupaten
Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi
Tahun 2010 Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi
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{Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020
Nomor 5);

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);

21, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran
2023 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun
2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAM L2EIANUA DAERAH  KARUPATEN,, WAWATCOR!
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TAHUN ANGGARAN 2023.
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Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7

Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi

Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten

Wakatobi Tahun 2023 Nomor 7), diubah sebagail berikut:

1. Ketentuan Pasal 122 diubah, sehingga Pasal 122
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

(1) Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1)
huruf f merupakan biaya yang digunakan untuk

menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1

{antil leali narialanan takel antara lain:
(2ot | kal nerialanan fasa ang

a. satuan biaya taksi keberangkatan dari kantor
tempat kedudukan asal menuju
bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun
keberangkatan ke tempat tujuan;

b. satuan biaya taksi Keberangkatan dan
bandara/ pelabuhan/terminal/ stasiun
kedatangan menuju tempat tujuan;

c. satuan biaya taksi kepulangan dari tempat
tujuan menuju bandara/pelabuhan/terminal
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/stasiun untuk keberangkatan ke tempat
kedudukan asal;

d. satuan biaya taksi Kepulangan dari bandara/
pelabuhan/terminal/ stasiun kedatangan
menuju kantor tempat kedudukan asal.

(2) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi
tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi
menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal,
atau stasiun, biaya transportasi menggunakan
satuan biaya transportasi darat atau biaya
transportasi lainnya.

(3) Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri
sebogeimana dimalsud nade. ayat (11 digtnr dalem
Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga
Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran

2023.

(4) Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri
dapat melebinl besaran standar biaya yang telan
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil
(pembiayaan secara at cost).

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pe ngundangan  Peratu iain  Bupaii  wii deiugan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Wakatobi.
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Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal {% - 5 o 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH.KABUPATEN WAKATOB]I,

NURSIDDIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR 9
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